<

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NQMOR /32 TAHUN 2009

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

( SMA ) NEGERI 1 MLARAK MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

( SMK ) NEGERI 1 MLARAK
BUPATI PONOROGO,
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan

: menciptakan tenaga kerja siap pakai diperiukan adanya sarana

pendidikan yang memadai dengan membuka Sekolah Menengah
Kejuruan ( SMK ) yang lebih condong pada dunia Ketrampilan.;

. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk

memperoleh pendidikan tingkat menengah kejuruan di Kabupaten
Ponorogo periu memberikan ljin Operasional kepada Sekolah Menengah
Kejuruan yang baru dengan menetapkan Sekolah Menengah Atas
( SMA ) Negeri 1 Miarak Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK )
Negeri 1 Miarak ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah
Atas ( SMA ) Negeri 1 Mlarak Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (
SMK ) Negeri 1 Mlarak dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standard Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang
Standard Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;
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6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekelah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Ponorogo;

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 tahun 2008 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN : s

L)

Menetapkan )
KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 1 Miarak Menjadi
Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 Miarak,

KEDUA Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 Sekolah Menengah Kejuruan
( SMK ) Negeri 1 Mlarak menerima peserta didik baru sesuai dengan bidang
studi Keahlian yang ada, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Studi Keahlian . Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian :  Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Multi Media

-
b. Bidang Studi Keahlian . Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian . Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian :  Teknik Sepeda Motor
KETIGA : Pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan biaya operasional sekolah

dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daomh (APBD) Kabupaten
Ponorogo dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.J'O\? ’- .
7 ORO

“MUHADI SUYONO, SH., M.Si
TEMBUSAN :

Yth: 1.Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta,
2. Dirjen Management Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
3. Difjen Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta;
. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;

Bappeda Kabupaten Ponorogo;
Ponorogo;
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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /0/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

V. PROPINSI JAWA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /01998
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 hun dan meningkarkan daya tampung
bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). dipandang perfu menctapkan pembukaan dan
penegerian sekolah tahus. pelajaran 1996/1997;

Mengingat I.  Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemeriggah :

Nomor 27 Tahun 1990;
Nomor 28 Tahun 1990;
Nomor 29 Tahun 1990;
Nomor 72 Tahun 1991:
Nomor 39 Tahun 1992:
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Kepumnn Presiden Republik Indonesia :
Nomor 44 Tahun 1974;

b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;

c. Nomor 96/M 1993;

d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana teki.h diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1997,

Kepurusan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan :
Nomor 0295/0/1978;

Nomor 0296/0/1978;

Nomor 0222b/0/1980,

Nomor 087/071983; :
Nomor 0172/0/1983;

Nomor 0173/0/1983;

Nomor 0262/0/1984;

Nomor 0248/U/1985;

Nomor 0486/U/1992;

Nomor 0487/U/1992;

Nomor 489/U/1992;

Nomor (490/U/1992;

Nomor 04910/1992;

Nomor 054/U/1993;

Nomor 060/U/1993;

Nomor 061/U/1993;

Nomor 080/U/1993;
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Nomor 0125/U/199%4;
Nomor 002/U/1995;
Nomor 034/0/1997;
Nomor 035/0/1997;
Nomor 036/0/1997;

csegrpn

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surst Nomor B-69/1/1998;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 19961997,

Pasal |

(1) Membuka Taman Kanak-kamak (TK). Sekolsh Luar Biasa (SLB). Sekolsh Lanjutan Tingkat
Perama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri.

(2)  Mensgerikan beberapa SLTP dan SMU Swast: wahun pelajaran 1996/1997.

(3)  Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksd pada avat (1) dan avat (2) rercantum dalam
lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2
-
(1)  Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK. SLB. SLTP, SMU, dan SMK
Negeri scbagaimana dimaksud dalam Pasal I, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :



a. Nomor 0295/0/1978;
b. Nomor 0296/0/1978;
¢.  Nomor 034/0/1997:
d. Nomor 035/0/1997;
e, Nomor 036/0/1997.

) hmmmmmmpmmmm.yumummwmn
Keputusan ini. '

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Jan Kebudaysan di Propinsi untuk
melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | yang berada
di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4 ’

Biaya uncuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-ising Propinsi dibebankan pada mata anggaran
yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran | Keputusan ini.

Pasal §

Dengan berlakunya Kepurusan ini, jumiah :
I.  TK Negeri 168 buah;

2. SLB Negeri 36 buah;

3. SLTP Negeri 9.842 buah;

4. SMU Negeg 2.723 buah;

5. SMK Negeri 739 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.
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SALINAN Keputusan ini dissmpaikan kepada :

NO YA N~

9‘

10.
il
12,
13.
14.

Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Dalam Negeri;

Direkrur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Kepala Badan Adminisirasi Kepegawaian Negara;
Kepala Badan Pemeriksa Kevangan;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Sekretaris Jenderal, Direktr Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Balin Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Sekretaris Dicektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretarii Badan Penelitian dan Peasgembangan Pendidikan
dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayasn:

Kepala Biro, Direkwur, Kepala Pusat, dan Direkrur Utama P.T. Balai Pustaia dalam Imgimngm Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;

Direkwur Perbendaharaan dan Belanja Negara;

Kamor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Depmem Pendidikan dan KMM



REKAPITULASI LAMPIRAN |

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/0/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1996
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NO. PROPINSI ].Mlul-ll ! = JUMLAH| TOTAL
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F' TRRA i - LAMPIRAN | KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Fl R NOMOR 13 /071998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

e . e

" 1, SUTP Negeri 282 - Tanjung Priuk Kotamadfia Jakarta Utara ' 11.1,1.4242.23.01.01
< Mty Jﬂm;m o . 111.1.1.4242.23.01.01
| . 11.1,1.4242.23.01.01
| ' 11.1,1,4242.23.01.01
| ! 11.1.1.4242.23.01.01
' ; 11.1.1.4242.23.01.01

11.1,1.424223.01.01

| ) 11.1.1.424223,01 01

|
2. SMU Negeri 11 - Cakung Kotamadia Jakarta Timur . 11.1.2.4251.23.01.01,
I Jakarta : 11.1.2.4251.23.01,01,
: | 11.1.2.4251.23.01.01,
! 11.1.2.4251.23.01.01,
- : 111.1.2.4251.23.01.01.
! 111.1.24251.23.01.01.
11.1.2.4251.23.01.01,
11.1.24251.23.01.01.
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Kabupaten Bobonaro | 11.1.2.4267.2301.275110
(11.1.2.4267.23.01.27.5120
11.1.2,4267.23.01.27.5150
111.1.2.4267.2301,27.5210
11.1.2.4267.23.01 27.5220
11.1.2.4267.2301.27.5230
11.1.2.4267.23.01,27.5250
11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tid.
Prof.Dr.—Ing. Wardiman Djojonegoro



